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ABSTRAK
Kajian Kriminologi Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Kikim Timur

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehin gga
terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Salah satu tindak pidana yang paling
seringterjadi di masyarakat yaitu bantuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek
sasarannya adalsh kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan
mempuityai nilai ekonomis yang tinggi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif kriminologi dalam tindak pidana
pencurian kendaraan bermotordi Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur dan
bagaimana efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah HukumKepolisian Sektor Kikim Timur.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perspektif kriminologi dalam
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Kikim Timur dan untuk mengetahui sfektivitas hukum dalam menanggulangi tindak
pidana pencurian kendarsen besmotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim
Timur. Metode penetitiaa yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode
penelitianyuridis empiris yang dilekukan dengan cara penelitian di lapangan dengan
melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum
yang terkait dan disajiken secary deskriptif. Adapun sumber datanya berasal dari data
data primer dan data sekunder dari permasalahan yang terkait

Kata kunei: Kriminologi, Pencurian Keadaraan Bermotor, Tindak Pidana.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejahatan adalah sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis,
kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh
undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang
akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.! Kejahatan adalah gambaran
perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki
kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum
merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-
pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan
salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam
rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang
merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga
tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simanjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan
anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

1 Ninik Widiyanti, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, (Jakarta: Bina Aksara
1987), him. 24.
2 Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, (Bandung:Tarsito 1984), him. 45.



bertujuan menyelidiki gejalan kejahatan seluas-luasnya.® Dalam ilmu kriminologi,
banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan,
sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori
tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang
tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari
pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena
ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih
pro kepihak borjuis dan kapitalisme.*

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga
terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal
diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang
yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum
pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu
perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.®

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yaitu pencurian. Pencurian
diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik

yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik

% Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2009), him 9

4 Munir Fuady, Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum, (Jakarta : Kencana, 2013), him.
269

5> Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010) , him. 57



netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara.® Adapun pengertian pencurian
diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan “mengambil”,
yang diambil adalah suatu barang. Barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang
lain, pengmbilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu
dengan melawan hukum.

Beberapa waktu terakhir, tindak pidana pencurian kian meningkat dan
meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu bentuk
kejahatan pencurian yang telah menjamur di masyarakat adalah pencurian kendaraan
bermotor. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana
pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan
bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang
tinggi. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada
hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila

jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta

® Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), him. 100



kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam
tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Pasal-Pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor
yakni:

1. Pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP.
3. Tindak pidana penadahan yang di atur Pasal 480 KUHP.

Walaupun banyak pasal yang mengatur tentang pidana pencurian kendaraan
bermotor tetap saja tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih saja meningkat
bahkan pelaku ada juga yang berstatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu
mengetahui berbagai modus pencurian sepeda motor terutama ditempat-tempat yang
sepi dari pemukiman penduduk, jalan yang gelap dan jalan yang rusak, dalam hal ini
sepeda motor merupakan objek tindak pidana pencurian, yang merupakan benda
bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi tertentu dan harga tertentu.

Mayoritas masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menggantungkan hidup
sebagai petani sehingga masyarakatnya sangatlah bergantung terhadap alam. Di
Provinsi Sumatera Selatan kejahatan kian meningkat karena dampak pandemi sehingga

segala macam bahan kebutuhan harganya pun melambung tinggi.



Berikut ini data tindak pidana di daerah kabupaten kota se-provinsi Sumatera

Selatan.’
Tabel 1.1

Kasus Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019
No Kabupaten/Kota Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan
2017 2018 2019

1. Ogan Komering Ulu 665 531 416
2. Ogan Komering Ilir 983 851 842
3. Muara Enim 806 739 649
4. Lahat 619 668 525
5. Musi Rawas 877 696 579
6. Musi Banyuasin 1075 1036 717
7. Banyuasin 881 671 868
8. OKU Selatan 242 238 206
9. OKU Timur 416 391 307

Sumber : Sistem Informasi Satu Data Sumsel, 2020
Data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Lahat masuk ke dalam 5

kabupaten kota terbanyak tindak pidana. Dikarenakan salah satu faktornya tingkat
pendidikan di Kabupaten Lahat yang rendah. Kasus tindak pidana pada tahun 2017 di
Kecamatan Kikim Timur berjumlah 619 kasus, dimana angka tersebut merupakan

angka yang cukup tinggi diwilayah Kabupaten Lahat.

7 Sistem Informasi Satu Data Sumsel, Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian
Resort di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2019

(http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?g=Data-View&s=83), diakses di
Palembang pada tanggal 1 Juni 2021



http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?q=Data-View&s=83

Dari data yang penulis dapatkan, berikut data kasus tindak pidana di

Kabupaten Lahat :

Tabel 1.2

Kasus Tindak Pidana di Kabupaten Lahat Tahun 2018-2020

No Kecamatan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan
2018 2019 2020

Kecamatan Merapi Barat 33 37 40
2. Kecamatan Merapi Timur 25 30 31
3. Kecamatan Jarai 30 32 34
4. Kecamatan Kikim Barat 29 33 41
5. Kecamatan Kikim Timur 35 41 47
6. Kecamatan Kikim Selatan 28 30 35
7. Kecamatan Gumai Talang 23 25 30

Sumber : Kepolisian Resort Lahat, 2020

Data diatas memperlihatkan bahwa Kecamatan Kikim Timur merupakan
Kecamatan yang memiliki kasus tindak pidana tertinggi di Kabupaten Lahat dimana
tiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 terjadi 35 kasus tindak pidana,
pada Tahun 2019 terjadi 41 kasus tindak pidana dan pada tahun 2020 melonjak naik

menjadi 47 kasus.



Berdasarkan informasi yang penulis peroleh berikut adalah data-data kasus

tindak pidana di Kecamatan Kikim Timur pada tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Kasus Tindak Pidana di Kecamatan Kikim Timur Tahun 2019-2021
No Kasus Tindak Tahun
Pidana 2019 2020 2021
1. Pembunuhan 4 5 8
2. Pemerasan 7 10 12
4. Penipuan 3 4 7
5. Pencurian Kendaraan 7 11 15
Bermotor

Sumber : Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur, 2021

Data diatas memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana pencurian merupakan
kasus tindak pidana tertinggi di Kecamatan Kikim Timur dimana tiap tahun mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2019 terjadi 7 kasus pencurian, pada Tahun 2020 terjadi 11
kasus dan pada tahun 2021 melonjak naik menjadi 15 kasus. banyak sekali kejahatan-
kejahatan dalam masyarakat yang sering terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang
sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya
terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena
kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana
pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya

yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan



pencurian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang
tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat.

Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan
cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Dalam kondisi seperti
kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan
untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan,
penggelapan, dan penyelundupan.

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana
pencurian. Jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu
kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat
dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah
diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian
merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan
berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Tindak pidana
pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi
kemisikinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan
untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya
seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan
jasmani.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan
kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya

pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial



masyarakat Tidak satupun norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang
meregenerasi dan merugikan orang lain.

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
kriminologi terhadap tindak pidana pencurian seperti kasus pencurian bermotor. Oleh
sebab itu, Penulis mengangkat skripsi dengan judul “Kajian Kriminologi Tindak
Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Kikim Timur”

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur ?

2. Bagaimana efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur ?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur.

2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang diambil dalam
penelitian ini. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Adapun manfaat tersebut, yaitu :
1) Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-
penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang tindak pidana harta kekayaan
seperti kasus pencurian bermotor.

b. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data untuk
penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana
strata satu dibidang hukum pada Universitas Sriwijaya.

c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani
kuliah strata satu di Universitas Sriwijaya serta memberikan landasan untuk
penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis
a. Dapat dijadikan acuan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan
tindak pidana kasus pencurian bermotor.
b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk
masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun menjadi

praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.
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E. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari
berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni
kata crime yang berati kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.®

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk
menganalisis permasalahan-permasalahan yanga berkaitan dengan kejahatan. Teori-
teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang
berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Made
Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai
berikut:®

a) Teori Klasik
Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan

Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap

perbuatan manusai didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang,

setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan

berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu

8 A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), him. 1
® Made Darma Weda, Kriminologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996), him. 15
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penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu
lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah
dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih
banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap
orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang
diperoleh dri perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa the
act which i think will give me mosi plesseru. Dengan demikian, pidana yang berat
sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.™

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa, semua orang yang melanggar
undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat
umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan
lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga
melebihi suka yang diperoleh dari undang-undang itu sendiri. Berdasarkan
pendapat Beccaria di atas yang menyebutkan bahwa setiap hukuman yang
diperhitungkan sebagai kesenangan yangg berat sudah diperhitungkan sebagai
kesenangan yang diperolehnya. Hal ini adalah untuk mengurangi kesewenangan

dari kekuasaan hukuman.

10 Made Darma Weda. Ibid, him. 15
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Pendapat ekstrim tersebut diubah menjadi dua hal:

1) Anak-anak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan
bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka
dan duka.

2) Hukuman diterapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut,
untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk
perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya
peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

b) Teori Neoklasik

Menurut Made Darma Weda, Teori neoklasik ini merupakan revisi atau
pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang
dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa manusia adalah
makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dab karenana
bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa
ketakutannya terhadap hukum. Ciri khas teori neoklasik adalah sebagai berikut:
1) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan

kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau

lainlain,keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan

kehendak bebasnya.
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b. Premiditasi, niat yang menjadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi
hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka
pelaku pidana untuk pertama kali harus diangga lebih bebas memilih
dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, dan oleh
karenanya harus dihukum dengan berat.

2) Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik
(cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan lingkungannya atau
keadaan mental dari individu.

3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab
utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja
adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi
pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

4) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadian untuk
menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si
terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas neoklasik, tampak bahwa reori neoklasik
menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib),
sebagai prinsip untuk menjelasakan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan
hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan
pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran

mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti
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dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang
bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas
kelakuannya.

¢) Teori Kartografi/Geografi

Teori ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan
dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerahdaera tertentu, baik
secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh aliran ini antara lain Quetet
dan Queery. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan
Jerman. Aliran ini memerhatikan penyebaran kejehatan pada wilayah tertentu
berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan
merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial
yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor
dari luar manusia itu sendiri.

d) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh alirn ini
banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada
determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul
disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam
masyarakat. A.S. Alam (kuliah kriminologi) memberikan pandangannya bahwa
terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial

dalam masyarakat.
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Sacipto Raharjo (A.S. Alam, kuliah kriminologi) berpendapat bahwa:
“Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari iru makin
tinggi peradaban manusia maka makin tinggi pula cara melakukan
kejahatan.”

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka untuk melawan kejahatan itu
haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain,
kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya
kejahatan.

e) Teori Sosiologis
Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosioligis, dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1) Teori Asosiasi Diferensial (Defferential Association)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika,
E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology.
Sutherland menggunakan istilah differential assocoation untuk menjelaskan
proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya,
mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “definition
ufavorable to violation of law” atau dengan “definition unfavorable o violation
of law”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah

pengaruh-pengaruh criminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan

LA, S. Alam. Op.cit. him. 45
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seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup
yang diterima.
2) Teori Anomie

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas,
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat
sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomiw dari Marton
menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) Cultur as piration atau cultur
goals yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan
kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang
baerharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah
kejahatahan (karena itu pendekatan ini juga disebut a structural explanation).
Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan
besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar rujuan dan sarana
inilah yang memberikan tekanan tadi.

3) Teori Kontrol Sosial (Social Control)

Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang membahas
tentang pegendalian tinkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori
kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang

terkaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain:
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struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian,
pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan
dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

a. Adanya reaksi terhadap labeling dan kontrol dan kembali kepada
penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif
(sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan
hendak kembali kepada subjek semula yaitu: penjahat.

b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah
membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan
berorientasi pada sistem.

c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu riset baru khusunya bagi
tingkah laku anak/remaja.

f) Teori Lingkungan
Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini,
seseorang melakukan  kejahatan  karena  dipengaruhi oleh  faktor
disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta

penemuan teknologi.*?

12 Made Darma Weda. Op.cit. him. 19
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Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta
film dengan berbagi macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan
tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

2. Teori Efektivitas Hukum
Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah,
yaitu : 13
1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh
suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk
melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan
(kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak
ada.
3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.
Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat
modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas,
spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat
modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan

oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan

13 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan Disertasi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), HIm. 305
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masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat
primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto bahwa efektif adalah taraf
sejaun mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai
sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi
perilaku hukum.** Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya
kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap
hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut
dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-
undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang
diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai
tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan
tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi
masyarakat, yaitu:

1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang

baik.

14 Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. (Bandung: CV. Ramadja Karya,
1988), Him. 80.
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2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan
sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat
berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor
ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh
karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi
yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum
masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu
diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif
maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif
yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif
sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan
yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang
sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau
bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum
keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena

adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman
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sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini
biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

. Kerangka Konseptual

1. Konsep Tindak Pidana Pencurian

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari
Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah
salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan
terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian
secara aktif dan pencurian secara pasif.

1) Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa
sepengetahuan pemilik.

2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi
milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri
dan tindakanya disebut mencuri. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur

tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil”

(wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari,
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memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Dari adanya unsur
perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa
tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill,
yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan
jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan
mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam
kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,
ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.
2. Konsep Kejahatan dan Penjahat
a. Kejahatan
Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai
kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan
mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan
sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang- undang sebagai peristiwa
pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan
peristiwa sehari-hari. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki
perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai

dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai
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perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap
perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.*

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan
dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan
melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah
semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.
Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang
melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang
oleh undang-undang harus dijauhi.

b. Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana
dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana
dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan
karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena
kehormatan dan keyakinan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi
positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat,

perbedaan mana ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural.

15 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, (Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010) , him. 2
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum
sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan culture dan lain-lain.
Pendekatan ini berupa pengumpulan data terkait permasalahan yang menjadi bahan
penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif
analisis, yang menekankan pada pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan
yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan
isu hukum tersebut dan pendekatan sosiologi hukum yang mana melihat kinerja hukum
dalam masyarakat.
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field
Research). Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan data primer melalui
wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor di Kecamatan Kikim Timur.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.’ Data

sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan

16 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta:
Prenada Media Grup, 2013), him. 2
17 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta: Ghalia, 1994), him. 11
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hukum primer. Dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan adalah bahan
hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.®® Yaitu bahan-bahan yang
isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana *°
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana®
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia®
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan melalui wawancara di Kepolisian Sektor

Kecamatan Kikim Timur.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005),
him. 181,

19 Indonesia, UU No 1 Tahun 1946, UU KUHP, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660.

20 Indonesia, UU No 8 Tahun 1981, UU KUHAP, LN No 76 Tahun 1981, TLN No 3209.

2L Indonesia, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No 2
Tahun 2002, TLN No 4168.

22 Indonesia, PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, LN Tahun 1983.
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5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu
dan ditetapkan untuk diteliti.® Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian
Sektor Kecamatan Kikim Timur.

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu
sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.?* Responden dalam
penelitian ini adalah:

a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Sektor Kecamatan
Kikim Timur.
b. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kecamatan
Kikim Timur.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Studi Lapangan.
Penelitian ini dilakukan dengan cara indepth interview yang mana wawancara ini
dilakukan secara mendalam dengan menggunakan kuesioner secara terbuka sehingga
wawancara dilakukan sesuai dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan di

Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), him. 65
21bid., him 67
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b. Studi Kepustakaan.

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara
menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.

7. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh
suatu kesimpulan.? Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian
ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.?® Analisis data
yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran
penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.?’
8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yakni menguraikan hal-hal yang
bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Zbid., him 98

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
him.10

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: U1l Press, 2006), him. 67
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